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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN 

 

NO 
KINERJA 

UTAMA 
INDIKATOR 

KINERJA 
PENJELASAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1. Terwujudnya 

Peradilan yang 

Pasti, Transparan, 

dan Akuntabel 

a. Persentase 

perkara perdata 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. 

Perkara Perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 

Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut 

sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat 

Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan 

 tepat waktu  X 100% 
Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan 

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan 
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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   f) Treshold/Ambang Kinerja 

   <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);              

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                 >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

  

  b.        Persentase 

perkara pidana 

yang 

diselesaikan 

tepat waktu 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu. 

Perkara Pidana yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA Nomor 2 

Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan 

Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan. Tenggang waktu tersebut 

sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat 

Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal 

Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan 
  tepat waktu  X 100% 

Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan 

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan menggunakan 
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Output adalah jumlah perkara yang 
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 
f) Treshold/Ambang Kinerja 

    <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 

 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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                                  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

  

  c. Jumlah putusan 

yang 

menggunakan 

pendekatan 

keadilan 

restoratif 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan 

restoratif. Perkara restoratif memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan 

Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan 

Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Jumlah Perkara yang diselesaikan 

dengan endekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal 

melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara 

narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. 

b) Formula Perhitungan 

 Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif 
X 100%                  

Perkara yang diajukan untuk restoratif 

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan Restoratif. Output 
adalah jumlah perkara yang diajukan untuk Restoratif. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                               >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

  d. Persentase 

perkara yang 

tidak 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan banding. Banding 

adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat 

 
Panitera 

Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 
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  Mengajukan 

Upaya Hukum 

Banding 

diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan Pengadilan 

Tingkat Pertama. Banding dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi 

putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tinggi. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding                                       

Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% 

Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan banding pada tahun berjalan. Output 
adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

  <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);               

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                               >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

 Tahunan 

  e. Persentase 

perkara yang 

tidak mengajukan 

Upaya Hukum 

Kasasi 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah 

salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak 

terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Prtama. Kasasi dapat diajukan bila masih 

merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Mahkamah 

Agung 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi                                          

Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% 

 
Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun berjalan. Output 
adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi 

Panitera Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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   pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan Periodik 

(Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

   <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

  

  f. Persentase 

perkara Pidana 

Anak yang 

diselesaikan 

dengan Diversi 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 

memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara yang dinyatakan berhasil X 100%                                       
Jumlah Perkara diversi 

Input adalah jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil di tahun berjalan yang 
diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. 
Output adalah jumlah perkara diversi yang diajukan di tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

    <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 

 
100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

 
 
 
 
 
 
 

 

Panitera 

 
 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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                                  >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

  

  g. Index Responden 

pencari keadilan 

yang puas 

terhadap layanan 

peradilan 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan dan terhadap layanan peradilan 

peradilan menggambarkan mutu kinerja pelayanan Pengadilan dalam memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan 

oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel 

pengukurannya adalah : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, 

Biaya/Tarif Pelayanan, Produk Spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku 

pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. 

Responden dalam survey adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan 

dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun, yang 

terdiri dari : 

1. Para Advokat yang diambil sumpah oleh Pejabat Pengadilan Negeri 

Sarolangun; 

2. Jaksa, Pengacara, Kepolisian, Mahasiswa dan Masyarakat Umum yang 

mencari informasi pada Kantor Pengadilan Negeri Sarolangun; 

3. Masyarakat umum yang menerima pelayanan pada Pengadilan Negeri 

Sarolangun; 

b) Formula Perhitungan 

 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus >80 

c) Persentase yang digunakan 

Indeks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 
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   d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap triwulan) dilakukan dengan mengolah data hasil survey 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

    <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

  

2. Peningkatan 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian 

Perkara 

a. Persentase 

Salinan Putusan 

Perkara 

Perdata yang 

dikirim ke para 

pihak Tepat 

Waktu 

a)  Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke para 

pihak tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 

Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan 

Peradilan, serta SOP Penyelesaian Perkara Perdata dari Dirjen Badilum Nomor 

243/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Pengadilan 

Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 hari kerja setelah minutasi. 

Untuk penyelesaian perkara perdata secara elektronik, berpedoman pada SOP 

Penyelesaian Perkara Perdata Upaya Hukum Secara Elektronik dari Dirjen Badilum 

Nomor 260/DJU/OT.01.3/3/2021 tanggal 31 Maret 2022. Salinan putusan dikirimkan 

paling lama 3 jam setelah verifikasi oleh Majelis Hakim. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Salinan Putusan Perdata yang di minutasi dan 
  dikirim tepat waktu  X 100% 

Jumlah Salinan Putusan Perdata 

Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan 
penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka 
waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output adalah 
jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

 
 
 

 
Panitera 

 
 
 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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   Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

    <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                 >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

  

  b.         Persentase 

Salinan Putusan 

Perkara Pidana 

Yang Dikirim ke 

Para Pihak 

Tepat Waktu 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke para pihak 

tepat waktu dengan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 

2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, 

dan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian 

Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara, serta SOP Penyelesaian Perkara Pidana 

dari Dirjen Badilum Nomor 268/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah 

diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun, Salinan Putusan dikirimkan paling lama 14 

hari kerja setelah minutasi.    

b)  Formula Perhitungan 

Jumlah Salinan Putusan Pidana yang di minutasi dan 
  dikirim tepat waktu  X 100% 

Jumlah Salinan Putusan Pidana 

Input adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan 
penyampaian yaitu Pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak dengan jangka 
waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output 
adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 

 

 
 
 

Panitera 
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dan Laporan 

Tahunan 
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   c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

   <100% (buruk; kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik; capaian kinerja sesuai taget); 

                                 >100% (sangat baik; capaian kinerja diatas target) 

  

  c. Persentase 

Perkara yang 

diselesaikan 

melalui Mediasi 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah perkara putus yang diselesaikan melalui mediasi dengan 

memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui 
  Mediasi berhasil  X 100% 

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi 

Input adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang 
dibuktikan dengan akta perdamaian (Putusan Perdamaian). Mediasi yang tidak dapat 
dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Output adalah jumlah perkara 
perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/Ambang Kinerja 

    <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 

 
 
 
 
 
 

 
Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 
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   100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

 

                                 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

  

3. Meningkatnya Akses 

Peradilan bagi 

Masyarakat Miskin 

dan Terpinggirkan 

a. Persentase 

Pencari Keadilan 

Golongan 

Tertentu yang 

Mendapat 

Layanan Bantuan 

Hukum 

(Posbakum) 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan 

Layanan Bantuan Hukum memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberi Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Pencari Keadilan Keadilan Golongan 
 Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum X 100%                            

Jumlah Permohonan Layanan Hukum 

Input adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan 
atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan 
hukum. Output adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 
e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 
f) Treshold/Ambang Kinerja 

   <100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% 

(baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Panitera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 

  b.         Persentase 

Perkara Prodeo 

yang diselesaikan 

a) Definisi Operasional Indikator 
Indikator ini mengukur pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di 

pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok 

orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma dengan 

memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan 

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan X 100%                                               
Jumlah Perkaran yang diajukan secara Prodeo 

Input adalah jumlah perkara prodeo yang diselesaikan. Output adalah jumlah perkara 

 

 
 
 

 Panitera 
   

 

 
 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 



 

 

yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian secara prodeo (pembebasan biaya perkara). 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/ Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/ Ambang Kinerja 

   <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

  c.         Persentase 

perkara yang 

diselesaikan diluar 

Gedung 

pengadilan 

a) Definisi Operasional Indikator 
Indikator ini mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang diluar gedung 

pengadilan (zitting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) dengan 

memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan 

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

b) Formula Perhitungan 

Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan X 100%                                               
Jumlah Perkaran yang diajukan diselesaikan diluar Gedung pengadilan 

Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Output adalah 

jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan penyelesaian diluar Gedung pengadilan. 

c) Persentase yang digunakan 

Persentase 

d) Trend/ Polaritas 

Positif (semakin tinggi semakin baik) 

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan 

Periodik (Setiap akhir bulan) 

f) Treshold/ Ambang Kinerja 

   <100% (buruk;kinerja tidak tercapai);                 

100% (baik;capaian kinerja sesuai taget); 

                                 >100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Panitera 

 

 
 
 
 
 
 

Laporan Bulanan 
dan Laporan 

Tahunan 

4. 
 

 

Meningkatnya 

Kepatuhan Terhadap 

Putusan Pengadilan 

Persentase 

Putusan Perkara 

Perdata yang 

ditindaklanjuti 

a) Definisi Operasional Indikator 

Indikator ini mengukur jumlah eksekusi yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan 

ditindaklanjuti. 

b) Formula Perhitungan 

 

 

Panitera 

Laporan Bulanan 

dan Laporan 

Tahunan 





 

 

 

 


